
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut Aristoteles manusia adalah zoon politicon (makhluk 

sosAbstraial)1. Artinya, makhluk yang tidak dapat hidup sendiri dan 

membutuhkan orang lain terutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain 

dalam menjalankan kehidupan. Interaksi sosial merupakan hal yang sangat 

penting dalam kehidupan bermasyarakat. Karena jika sering terjadi 

komunikasi antar sesama secara terus menerus maka tercipta kerukunan hidup 

bermasyarakat.  

Kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan manusia 

dalam masyarakat bermacam-macam ragamnya, dan diantara sekian macam 

kaidah yang merupakan salah satu kaidah terpenting adalah kaidah hukum di 

samping kaidah-kaidah agama, kesusilaan, dan kesopanan. Kaidah-kaidah 

dan pola-pola hukum dapat dijumpai pada setiap masyarakat, baik yang 

tradisional maupun yang modern, walaupun terkadang warga masyarakat 

yang diatur kurang menyadarinya, atau bahkan tidak menyadarinya. Biasanya 

seorang warga masyarakat baru menyadari   kaidah-kaidah hukum serta pola-

pola yang mengatur kehidupannya apabila dia melakukan suatu pelanggaran. 

Namun sebenarnya kaidah-kaidah hukum dan pola-pola hukum tersebut 

mengatur hampir seluruh segi kehidupan warga masyarakat.  

                                                   
1 Herimanto dan Winarno, Ilmu Sosial & Budaya Dasar, (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara,2012), 

44. 



Hukum secara sosiologis adalah penting dan merupakan suatu 

lembaga kemasyarakatan (social institution) yang merupakan himpunan nilai-

nilai, kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan yang berkisar pada 

kebutuhan-kebutuhan pokok manusia2. Hukum di dalam masyarakat ada yang 

terhimpun dalam suatu sistem yang disusun dengan sengaja, yang sesuai 

dengan pembidangannya, adapula yang berlaku hanya sebagai tradisi atau 

kebiasaan masyarakat yang telah membudaya, mengakar dan berlaku terus-

menerus dari generasi kegenerasi. Yang kemudian dikenal sebagai hukum 

adat, yang berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat. 

Dalam kamus Oxford sebagaimana dikutip oleh Muhammad 

Muslehuddin, hukum diartikan sebagai sekumpulan aturan, baik yang berasal 

dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa 

tertentu dan mengikat bagi anggotanya. Keberadaan hukum pada hakikatnya 

adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang 

dilarang oleh agama. Mencegah ketidakadilan, mencegah kedzaliman, 

mencegah pengaaniayaan, dan menolak mafsadat lainnya3. 

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah 

dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan 

diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk 

mewujudkan sebuah kedamaian4. Di dalam al-Quran hukum Islam dekenal 

dengan syari’at, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. 

                                                   
2Otje Salman dan Susanto, F. Anton. Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, 

(Bandung : PT Alumni. 2004), 15. 
3Rohidin, Pengantar Hukum Islam (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 2.  
4 Ibid 4 



 



 



 



pembangunan jalan aspal. 

Berdasarkan hal diatas, sangat diperlukan bagi setiap muslim untuk 

menerapkan apa yang telah diajarkan dengan maksimal untuk menghindari hal-

hal yang tidak diinginkan atau merugikan pihak lain. Jika setiap orang 

menerapkan ajaran Islam dengan baik maka tercipta kesejahteraan umat. 

Terlebih masyarkat madura memiliki sikap religiusitas yang sangat tinggi 

sehingnga lebih mudah untuk mengimplementasikannya atau memperbaiki 

permasalahan tersebut dengan baik.  

Pada penelitian ini, peneliti ingin melakukan penelitian dengan indikator 

yang berbeda dan permasalahan yang cukup umum dikalangan masyarakat 

namun tidak banyak yang mengangkatnya untuk diteliti. Alasan peneliti 

melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara detail bagaimana 

praktik pengupahan yang terjadi di desa tersebut. Yang mana nantinya   

direlevansikan atau ditinjau dari segi hukum Islam khususnya pada akad 

ija<rah, sehingga nantinya diharapkan mengedukasi bagi masyarakat 

pentingnya menerapkan ajaran Islam secara maksimal terutama pada sistem 

pengupahan yang lebih baik. 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti melakukan penelitian 

dengan mengangkat skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiq’h Muamalah  Terhadap 

Sistem Pengupahan Kerja Borongan Pada Jasa Tukang Aspal Jalan (Studi Kasus 

Di Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan)”.  

 

 



B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana sistem pengupahan kerja borongan pada jasa tukang aspal jalan 

di Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan? 

2. Bagaimana tinjauan fiq’h muamalah  terhadap sistem pengupahan kerja borongan 

pada jasa tukang aspal jalan (studi kasus di desa Katol Barat kecamatan Geger 

kabupaten Bangkalan)? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui sistem pengupahan kerja borongan pada jasa tukang 

aspal jalan di Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan 

b. Untuk mengetahui tinjauan fiq’h muamalah  terhadap sistem pengupahan 

kerja borongan pada jasa tukang aspal jalan (studi kasus di desa Katol Barat 

kecamatan Geger kabupaten Bangkalan). 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis dimaksudkan agar penelitian ini sebagai khazanah 

untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai praktik sistem borongan 

pada jasa tukang aspal jalan di Desa Katol Barat Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan yang ditinjau dari fiq’h muamalah. 

b. Kegunaan Praktik 

Secara praktis dimaksudkan untuk memecahkan masalah - masalah 

yang bersifat praktis. Penelitian ini dapat menjadi bahan untuk sebagai 

rujukan dan dikembangkan lagi pada penelitian selanjutnya. 

 







 


